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Undang - Undang Nomar 7 Tahun 2017 tentang Ivmilihan Ugum
Peratutan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 32 Tahun 2918 Tertang
Perubahan Kedun alas Peraturan Komisi Femidihian Urnum Some 07
Tahun 2017 temtang Tahapan, Program, dan Jadwal Fenveler./zataan
Pemilihan Umum Tahun 2019

. Peraturan Komisi Pemniliian Umum  Nomor 37 Tahun 2018 Tentarg

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umnum Nemor 11 Takun
2018 entang Penvusunan Daftar Penilh di Dalam Negen dalam
Penvelenggaraan Pemilihan Umum

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nonior 23 Takun 2018

Temtang  Prngawasan Pemutahimn Data dan Penyusunan Defar
Pemulih dalam Pemilihan Umun.

. Keputusan  Komisi Pemidihan Umum  Republik Indonesia Nomor

227/PL.02.1-Kpt/01 /KPU/I/2019  Tentang  Petunjuk  tekmus
Penvusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Femuih Tambakan
(DIPIb),  dan  Perbaikan  Daftar  Pemilih Tetap (DPT) daad
Penvelenggaraan Pemilihan Umum 2019

Mewperhatikan dilam Undung - Undang Nonor 7 Tahun 2017 Tentang Pemddun
Umum vang didalimnva mengatur tentang penyusunan Dafar Pemitih Tewap dalam
Femidu 2019 vang kemudian ketentuan lebih lanjul diatir dalam Peraturan Kecisi
Peinilihian Umnurn Nomnar 37 Taliun 2018 Tentang Perubiahan atas Ieraturan Komis
Iemiihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 (entang Penyusunan Dafar Pewilih &
Nalaw Negen dalain Penyelenggaraan Pemilihan Umuwi, okh karena ity Hadan
Pergawas Pemiu (BAWASLU) Bolnong Selatan, menvampaiban boberapu hal,
sehagai berikut:

A Bahwa erdusarkan Pasal 210 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umuim, menyebutkan *Dafiar Pemiih tetap sebagarnana
dalam pasal 208 uyal (2) dapat dilenghapr daftar peridth tambahan piing
lambat 30 han sebelum han pemungutan suara’Seldnjutnya ayat (),
menyebutkiin ‘Daftar penulth tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri atas data pemilih yang telah terdafiar dalam daftar permith tetap di suatu
TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapal menggunakan haknya
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daftar pemith Tambahan, seseorang harus menunikkan butt karts rangs

penduduk elektronik dun bukh yang berdsanghutan feloh terdoflar sebaga
pemihh dalam daftar pemilih tetap di TPS asal

3 pahwa pada pasal I8 Peratumn Komisi Pemilihan Umum  Nomor 37 Tahun
2018 Tentang Perubahan atas Pernturan Komisi Pemilihan Umim Homor 1)
Tahun 2018 tentang Penyuaunan Daflar Iemillih di Dalam Negerl datamy
[enyeleaggarnan Pemilihan Umum, sebagalinhna pin ;
|, Pasal 36 ayat |3) menyebutkan “Keadann terientu aiau kondim terienty

sebagaimana dimakeud pada ayal (2) meliputi

a. menjalankan tugas pada sant Pemungutan Suara:

b. menjalani rawat inap di rumah sakil atau puskesman don kelusrga
yang mendampingy;

¢. penyandang disabilitns  yang menjalani perawatan di pant)
sosial/ panti rehabilitas);

d. menjalani rehabiitasi narkoba;

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permanyarakatan,
atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjarn atau
kurungan:

{ tugas belajar/menempiih pendidikan menengeh atau tingg;

g pindah domistli;

h. tertimpa bencana alam; dan/alau

2. Pasal 37 ayat (1), meyebutkan “Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pemilih harus
menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan salinan bukfi telah
terdafiar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan
formutir Model A.A.1-KPU". Selanjutnya ayat (2) ‘Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepadn PPS atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota asal untuk mendnpatkan sural pembentahuan pindah

memilih dengan mengqunakan formulir Model A.S-KPU yang akan

digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 frign pululy Han
sebel um han pemungutan suara’. Berlkutnya ayat (3) ‘Dalam hal

Permlih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud padn

ayat (1) don ayat (2). Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP

Kabupaten/ Kota tyuan untuk mendapatkan formulir Model A.S-KPU

paling lambat 30 (nga puhih) Han sebelum han pemungutan suara dengan

menunjukkan KTP-el atau Sural Keterangan®

3. Pasal 38 ayat (1) menycbutkan ‘PPS atau KPU/KIP Kobupater/ Kota

berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,

melakukan mekanisine:

a. meneliti kebenaran idenlilas yang bersanghutan pada DPT dengan
KTP-El; dan

b. melakukan pengecekan Pemilih yang Lersangkutan pada DPT dengan
menggunakan sofifile DPT dan/ atau melalui Sidalih

Selanjutanya dalam ayat (1a) “Laporan Pemlih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 dan berdasarkan hasi pelaksannan kegiatan

sebangaimana dimaksud pnda ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota
menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindnh memilih selesai”,

Berikuinya dalam ayat (2) *Dalam hal Pemilih telah terdafiar dalam DPT,

PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memibh pada kolom

keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan pindah memihh

mengyunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untisk Pemilih unna hersanakytan: don
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!5 iformasy < menyebutkan “Fonnulir Modtel A.5 KPU memuat

N b
, tanggal lahir dan alamat tempat tingyal Pemilih, dun TPS
asal Pemilih;
| b. alamat dan TPS tujuan; dan

C. Jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih
Pada ayat (4) ‘PPs atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asnl mencatat Pemilih
yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
pada kolom keterangan DFT dengan keterangan pindah memililt.
Ayat (S) “OPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun
oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kotu tupan dengan
menggunakan formulir Model A.4-KPU",
Ayat (6) *KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan
menggunakan formulir Model A.4.1-KPU".
Ayat (7) *PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau
paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum hani pemungutan suara®.
Ayat (8) ‘DPTb yang diumumkan tiduk menampilkan informasi Nomor
Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh”.
Ayat (9) *PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1
(satu) Hun sebelum han pemungutan suard’.
Ayat (10) “Dalam hal jumlah Pemilih DPTV pada suatu lempat melebitu
jumlah maksimal Pemilh di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis Pemihh
DPTH".

. 1 Berkaitan dengan hal terschut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolmong Sclatan
memandang perlu untuk mengingatkan dalam Himbauan kepada Komisi Pemiliban
Umum Bolmong Selatan, bahwa:

a. Nomisi Pemiliban Umnum Bolmong Sclatan scgera melakukan pendataan dan
rekapitulasi Pemilih vang masuk kategon Pemilih Tambahan (DPTh) yang harus
disertai dengan menunjukkan bukU kartu tanda penduduk elektronik dan bukt
vang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemibh dalam daftar pemilih tetap di
TPS asal, paling lambat 30 han sehelum han pemungutan suara,

U Dalam melakukan pendataan dan perekapan pada Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb), berharap KPU Bolmong Selatan melakukan pengecekan kebenaran
identitas melalui KTP-El: dan wmelakukan pengecckan Pemilih  yang
bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui
Sidalih.

¢ Dalam hal mengeluarkan dan menenima pemilih tambahan yang masuk

. dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), berharap KPU Bolmong Selatan
harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan
perundang-undangan.

d Setelah dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemibh Tambahan (DPTb), KpPU
Bolmong Selatan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan (OPTY)
pada tempat yang mudah dijangkau.

Demikian dli sumpaikan, dan atas perhatiannya di sampaikan teriwa kasih.

HADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANO MONGONDOW SELATAN
Plh, A

MORITHA P. MOKODOMPIT, 6E
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